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INTRODUCTION
Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental dalam negara hukum dan menjadi indikator utama
keberhasilan sistem peradilan dalam melindungi hak-hak warga negara. Namun, di berbagai belahan
dunia, kelompok rentan seperti perempuan korban kekerasan, penyandang disabilitas, masyarakat
miskin, dan kelompok minoritas sering kali menghadapi berbagai hambatan struktural yang
menghalangi mereka untuk memperoleh keadilan. Menurut laporan World Justice Project (2023), lebih
dari 5,1 miliar orang di dunia menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem peradilan yang efektif,
dengan mayoritas berasal dari kelompok marginal. Di tingkat regional, laporan UNDP menunjukkan
bahwa di kawasan Asia Tenggara, haa)ir 60% masyarakat miskin menghadapi kendala biw dan
birokrasi dalam mengakses peradilan. Fenomena ini juga terjadi di Indonesia, di mana data Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa kelompok rentan menghadapi
diskriminasi sistemik dalam proses hukum, termasuk tingginya biaya perkara, kompleksitas prosedural,

serta kurangnya akses terhadap bantuan hukum yang memadai. Salah satu contoh konkret adalah kasus
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kriminalisasi pekerja migran di Indonesia pada tahun 2020, di mana banyak dari mereka tidak
mendapatkan pendampingan hukum yang layak sehingga kesulitan dalam membela hak-haknya di

pengadilan.

Dalam konteks Indonesia, berbagai studi telah menyoroti bagaimana hambatan struktural dalam sistem
peradilan berdampak pada kelompok rentan. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh (Dim & Lysova,
2022) menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan domestik sering mengalami hambatan dalam
mengakses keadilan akibat kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif gender.
(Loivaranta, 2023) menemukan bahwa masyarakat adat menghadapi kendala administratif dan birokrasi
yang membuat perkara mereka kerap ditolak di pengadilan. Selain itu, penelitian (Zidenberg, 2023)
mengungkap bahwa penyandang disabilitas menghadapi hambatan komunikasi yang signifikan akibat
minimnya penerjemah bahasa isyarat di ruang sidang. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) juga
menunjukkan bahwa hanya sekitar 25% masyarakat miskin yang dapat mengakses bantuan hukum saat
menghadapi perkara perdata atau pidana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem peradilan di

Indonesia belum inklusif dalam menjamin akses keadilan bagi kelompok rentan.

Beberapa penelitian terkait akses keadilan bagi kelompok rentan menunjukkan bahwa hambatan
struktural dalam sistem peradilan dapat mempengaruhi efektivitas pencarian keadilan. (Vervoort et al.,
2022) meneliti keterbatasan akses hukum bagi masyarakat adat di Kanada dan menemukan bahwa
sistem hukum formal sering kali tidak mempertimbangkan hukum adat yang berlaku dalam komunitas
mereka. (Ruan et al., 2021) mengkaji hambatan yang dihadapi buruh migran dalam mengakses keadilan
di Tiongkok dan mencatat bahwa faktor bahasa serta keterbatasan finansial menjadi tantangan utama
dalam memperoleh bantuan hukum. (Hulley et al., 2023) meneliti efektivitas kebijakan bantuan hukum
bagi perempuan korban kekerasan di Amerika Latin dan menemukan bahwa meskipun terdapat
mekanisme bantuan hukum, aksesnya masih terbatas akibat kurangnya sosialisasi. (Pitaloka, 2025)
membahas kendala prosedural dalam sistem peradilan di Indonesia dan menemukan bahwa
kompleksitas birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang menghalangi kelompok rentan dalam
mengajukan perkara. (Iryawan et al., 2022) melakukan studi mengenai peran lembaga bantuan hukum
dalam membantu kelompok rentan dan menyimpulkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan

pendanaan menjadi kendala utama dalam menyediakan layanan hukum yang optimal.

Beberapa penelitian lain telah membahas hambatan struktural yang lebih spesifik dalam sistem
peradilan. (Romero & Staudenraus, 2024) mengidentifikasi bahwa pe'ﬁmpuan korban kekerasan
domestik sering kali mengalami reviktimisasi dalam proses hukum akibat kurangnya perspektif gender
di kalangan aparat penegak hukum. (Rahmawati & Febriani, 2023) meneliti bagaimana penyandang
disabilitas menghadapi kendala dalam mengakses sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam hal
komunikasi dan aksesibilitas ruang sidang. (Hartoyo & Sulistyowati, 2023) mengkaji efektivitas
kebijakan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan menemukan bahwa banyak warga yang

tidak mengetahui hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum. (Ngcamu, 2023) menyoroti




bagaimana diskriminasi sosial mempengaruhi keputusan hukum bagi kelompok rentan, dengan
banyaknya kasus di mana hak-hak kelompok ini diabaikan dalam persidangan. Lestari et al. (2022)
melakukan studi mengenai peran advokat pro bono dalam menangani perkara kelompok rentan dan

menemukan bahwa meskipun ada upaya bantuan hukum, cakupan dan kapasitasnya masih terbatas.

Penelitian lain juga membahas upaya reformasi kebijakan hukum untuk meningkatkan akses keadilan
bagi kelompok rentan. (Winter et al., 2024) meneliti efektivitas reformasi peradilan di Indonesia dan
menemukan bahwa meskipun terdapat upaya perbaikan, hambatan administratif masih menjadi
tantangan besar. (Pramono et al., 2024) membahas perbandingan sistem bantuan hukum di berbagai
negara dan menunjukkan bahwa negara dengan sistem bantuan hukum yang terinstitusionalisasi
memiliki tingkat akses yang lebih baik bagi kelompok rentan. (Ruskus, 2023) meneliti dampak
kebijakan desentralisasi terhadap penyediaan layanan bantuan hukum dan mencatat bahwa keterbatasan
anggaran sering kali menjadi penghambat utama dalam implementasi kebijakan tersebut. (Paulsrud &
Nilholm, 2023) membahas efektivitas pelatihan aparat hukum dalam menangani kelompok rentan dan
menemukan bahwa masih banyak aparat yang belum memiliki pemahaman mendalam mengenai
kebutuhan khusus kelompok ini. (Levine & Karner, 2023) meneliti implementasi peraturan terkait akses
keadilan bagi penyandang disabilitas dan menemukan bahwa meskipun ada regulasi yang mengatur,

implementasinya di tingkat praktik masih belum optimal.

Meskipun penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai hambatan yang dihadapi kelompok rentan
dalam mengakses sistem peradilan, masih terdapat beberapa aspek yang belum dikaji secara mendalam.
(Pijl et al., 2022) menunjukkan bahwa masyarakat adat menghadapi kendala administratif dalam proses
hukum, tetapi penelitian ini tidak membahas bagaimana hambatan tersebut dapat diatasi dalam konteks
kebijakan peradilan yang lebih inklusif. (Palmer, 2024) mengkaji keterbatasan akses keadilan bagi buruh
migran, tetapi belum banyak penelitian yang membahas pengalaman mereka secara spesifik dalam
sistem peradilan Indonesia. (Rogers et al., 2023) menemukan bahwa perempuan korban kekerasan
mengalami reviktimisasi dalam proses hukum, namun studi ini belum meneliti bagaimana aparat
penegak hukum dapat meningkatkan pemahaman terhadap perspektif gender. (Leotti & Slayter, 2022)
meneliti hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses peradilan, tetapi penelitian
ini lebih berfokus pada aspek hukum normatif tanpa mengeksplorasi pengalaman langsung individu
dalam menghadapi proses hukum. (Gilodi et al., 2024) meneliti keterbatasan bantuan hukum bagi
kelompok rentan, tetapi belum secara spesifik membahas bagaimana reformasi kebijakan dapat

meningkatkan aksesibilitas layanan hukum bagi mereka.

Selain itu, meskipun beberapa studi telah membahas efektivitas reformasi kebijakan hukum, masih
terdapat keterbatasan dalam penelitian yang berfokus pada implementasi praktisnya dalam menangani
kelompok rentan. (Ansari & Negara, 2023) membandingkan sistem bantuan hukum di berbagai negara,
tetapi penelitian ini belum mengeksplorasi bagaimana kebijakan serupa dapat diterapkan dalam konteks

Indonesia. (Ali, 2022) mengkaji dampak desentralisasi terhadap layanan bantuan hukum, tetapi belum




secara rinci membahas hambatan spesifik yang dihadapi kelompok rentan dalam mengakses layanan
tersebut. (Millar et al., 2022) meneliti pelatihan aparat hukum dalam menangani kelompok rentan, tetapi
masih sedikit penelitian yang mengkaji efektivitas pelatihan tersebut dalam praktik peradilan.
(Hailemariam et al., 2024) menyoroti implementasi regulasi akses keadilan bagi penyandang disabilitas,
namun belum ada studi yang membahas bagaimana sistem peradilan dapat lebih adaptif terhadap
kebutuhan khusus mereka. (Cooke, 2022) menemukan bahwa banyak masyarakat miskin tidak
mengetahui hak mereka terhadap bantuan hukum,tew penelitian ini belum meneliti bagaimana strategi
sosialisasi yang lebih efektif dapat diterapkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi hambatan struktural dalam sistem peradilan bagi kelompok rentan di Indonesia dengan
pendekatan empiris, menganalisis respons sistem hukum terhadap tantangan tersebut, serta merumuskan

rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan akses keadilan secara lebih inklusif.

Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi
hambatan utama yang dihadapi kelompok rentan dalam mengakses keadilan, menganalisis respons
sistem peradilan terhadap kebutuhan mereka, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat
meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan di Indonesia. Kajian ini akan mengeksplorasi
berbagai faktor yang berkontribusi terhadap terbatasnya akses keadilan, termasyk kendala ekonomi,
prosedural, serta diskriminasi sistemik yang masih terjadi dalam praktik hukum. Selain itu, penelitian
ini akan menelaah sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan dapat memberikan perlindungan hukum
yang memadai bagi kelompok rentan, serta mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki dalam
sistem peradilan. Dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian ini juga berupaya memberikan
gambaran langsung mengenai pengalaman kelompok rentan dalam menghadapi hambatan hukum dan
bagaimana mereka berinteraksi dengan berbagai institusi peradilan. Analisis yang dilakukan diharapkan
dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas mekanisme bantuan hukum yang ada serta
mengusulkan langkah-langkah perbaikan yang lebih berbasis pada kebutﬁn masyarakat yang rentan
terhadap ketidakadilan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan
dan pemangku kepentingan dalam merancang strategi yang lebih komprehensif untuk mewujudkan

sistem hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap tantangan yang dihadapi kelompok rentan.

II. _METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris-sosiologis untuk menganalisis
hambatan struktural yang dihadapi kelompok rentan dalam mengakses keadilan di Indonesia.
Pendekatan empiris dilakukan melalui studi kasus dan wawancara mendalam dengan individu yang
termasuk dalam kelompok rentan serta pemangku kepentingan dalam sistem peradilan. Sementara itu,
pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan struktural
mempengaruhi akses terhadap keadilan. Penelitian ini juga memanfaatkan analisis dokumen hukum

untuk meninjau regulasi dan kebijakan yang memengaruhi sistem peradilan bagi kelompok rentan.




Selain itu, observasi terhadap praktik hukum di lembaga peradilan dan lembaga bantuan hukum
dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implenﬁtnsi kebijakan
yang berlaku. Penggunaan berbagai metode dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali
permasalahan secara lebih mendalam, sehingga dapat mengidentifikasi hambatan utama serta mencari
solusi yang tepat guna meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan.

B. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini mencakup regulasi hukum terkait akses keadilan bagi kelompok rentan,
kasus-kasus pelanggaran hak hukum kelompok rentan, serta para pemangku kepentingan dalam sistem
peradilan. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling untuk memastikan bahwa data yang
dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian. Kategori sampel mencakup regulasi hukum yang
dianalisis, seperti Undang-Undang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung, serta kebijakan lain
yang berkaitan dengan perlindungan hak kelompok rentan. Selain itu, penelitian ini menelaah berbagai
studi kasus pelanggaran akses keadilan dalam rentang waktu 2018 hingga 2023 untuk memahami tren
dan pola hambatan yang terjadi dalam sistem peradilan. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak,
termasuk kelompok rentan yang menghadﬁi hambatan hukum, advokat dan pengacara publik yang
menangani kasus-kasus mereka, pejabat lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam pemberian
layanan, serﬁndemisi yang memiliki fokus penelitian pada akses keadilan. Rincian lengkap mengenai
sumber data yagg digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1, yang menyajikan kategori
sampel beserta sumber data yang dianalisis dalam penelitian ini.

Tabel 1. Sumber Data dalam Penelitian

Kategori Sumber Data
UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah
Agung, kebijakan terkait kelompok rentan

Studi Kasus Perkara hukum yang melibatkan kelompok rentan (2018-2023)
‘Wawancara Kelompok Rentan | Pengalaman dalam menghadapi hambatan hukum

Regulasi

‘Wawancara Advokat Pandangan tentang efektivitas bantuan hukum
‘Wawancara Lembaga Hukum | Evaluasi kebijakan bantuan hukum

24
C. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi data primer dan sekunder untuk memperoleh pemahaman yang
lebih mendalam mengenai efektivitas sistem peradilan dalam menanganikelompok rentan. Data primer
diperoleh melalui berbagai metode yang memungkinkan pengumpulan @nrmasi secara langsung dari
pihak-pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Wawancara mendalam dilakukan dengan kelompok
rentan, advokat, serta pejabat lembaga hukum untuk menggali perspektif mengenai hambatan struktural
yang menghalangi akses keadilan. Observasi dilakukan di lembaga bantuan hukum dan pengadilan guna
memahami bagaimana sistem hukum beroperasi dalam menangani perkara kelompok rentan serta
mengidentifikasi kendala yang muncul dalam praktik peradilan. Studi kasus juga digunakan sebagai

bagian dari metode pengumpulan data primer, dengan menelaah berbagai perkara hukum yang




melibatkan kelompok rentan dalam rentang waktu 2018 hingga 2023. Analisis terhadap studi kasus ini
bertujuan untuk mengidentifikasi pola hambatan yang berulang serta mengevaluasi efektivitas sistem

peradilan dalam merespons kebutuhan kelompok rentan.

Data sekunder diperoleh melalui berbagai sumber yang mendukung analisis terhadap akses keadilan
bagi kelompok rentan. Dokumen hukum, seperti Undang-Undang Bantuan Hukum dan peraturan terkait,
menjadi salah satu sumber utama dalam memahami dasar hukum yang mengatur pemberian bantuan
hukum kepada kelompok rentan. Selain itu, laporan dari lembaga independen yang membahas akses
keadilan juga dikaji untuk memperoleh gambaran mengenai tantangan struktural yang masih dihadapi
dalam sistem hukum. Literatur akademik dan laporan penelitian dari jurnal hukum, organisasi hak asasi
manusia, serta data dari Badan Pusat Statistik digunakan untuk memberikan konteks empiris terhadap
isu akses keadilan bagi kelompok rentan. Kajian terhadap literatur ini membantu dalam mengidentifikasi
tren dan kesenjangan penelitian yang ada terkait efektivitas kebijakan peradilan. Analisis terhadap
berbagai sumber data sekunder ini memberikan ﬁspektif yang lebih luas dalam memahami dinamika
akses keadilan serta memperkuat temuan dari data primer yang dikumpulkan melalui wawancara,
observasi, dan studi kasus. Informasi mengenai berbagai kasus yang mencerminkan hambatan akses
keadilan bagi kelompok rentan dalam sistem peradilan dapat dilihat pada Tabel 2, yang menyajikan jenis

perkara yang melibatkan kelompok rentan serta persentase perkara yang ditolak dalam sistem hukum.

Tabel 2. Studi Kasus Hambatan Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan (2018-2023)

. Kelompok Rentan Persentase Perkara
Tahun Jenis Kasus yangp'(I)‘erlihat Ditolak
2018 Kekerasan terhadap perempuan Korban KDRT 45%
2019 Sengketa tanah Masyarakat adat 50%
2020 Kriminalisasi pekerja migran Pekerja informal 38%
2021 Diskriminasi hukum Penyandang disabilitas 42%
2022 Gugatan upah layak Buruh perempuan 55%
2023 Penolakan hak atas bantuan hukum | Masyarakat miskin 58%

. Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi berbagai alat yang dirancang untuk
mengumpulkan data secara sistematis dan mendalam guna memahami hambatan akses keadilan bagi
kelompok rentan. Pedoman wawancara digunakan untuk mengarahkan diskusi dengan responden dan
mencakup berbagai aspek, seperti hambatan hukum yang dihadapi, efektivitas bantuan hukum yang
tersedia, serta pengalaman individu dalam berinteraksi dengan sistem peradilan. Checklist observasi
diterapkan dalam pengadilan dan lembaga bantuan hukum untuk menilai bagaimana kelompok rentan
diperlakukan dalam sistem peradilan, termasuk sejauh mana mereka mendapatkan perlindungan hukum
yang memadai dan apakah terdapat praktik diskriminatif dalam proses hukum. Dokumen hukum dan
regulasi dianalisis untuk memahami bagaimana kebijakan yang ada mendukung atau menghambat akses
keadilan bagi kelompok rentan serta untuk membandingkan penerapan kebijakan tersebut dengan sistem

peradilan di negara lain. Analisis terhadap dokumen ini mencakup tinjauan terhadap Undang-Undang




Bantuan Hukum, Peraturan Mahkamah Agung, serta berbagai kebijakan internasional yang berkaitan
dengan perlindungan kelompok rentan dalam sistem peradilan. Pemanfaatan instrumen penelitian ini
diharapkan dapat memberikan data yang komprehensif, sehingga dapat menggambarkan kondisi aktual
serta tantangan yang dihadapi kelompok rentan dalam memperoleh akses keadilan secara lebih

menyeluruh.
E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik, analisis yuridis, dan perbandingan hukum untuk
mengevaluasi efektivitas sistem peradilan bagi kelompok rentan. Analisis tematik digunakan untuk
mengidentifikasi pola hambatan hukum yang dihadapi kelompok rentan berdasarkan data wawancara
dan studi kasus yang dikumpulkan selama penelitian. Proses ini membantu dalam menemukan tema

utama yang sering muncul dalam pengalaman kelompok rentan, seperti kendala administratif,

keterbatasan bantuanﬂukum, serta diskriminasi dalam sistem peradilan. Analisis yuridis dilakukan
untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi hukum yang ada telah memberikan perlindungan yang
memadai bagi kelompok rentan dalam mengakses keadilan. Kajian terhadap berbagai regulasi ini
mencakup tinjauan terhadap Undang-Undang Bantuan Hukum serta kebijakan lain yang terkait dengan
hak-hak kelompok rentan dalam sistem hukum. Selain itu, perbandingan hukum diterapkan dengan
membandingkan sistem peradilan di Indonesia dengan negara lain yang memiliki kebijakan lebih
inklusif dalam menangani kelompok rentan, sehingga dapat mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat
diadopsi untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum. Informasi mengenai perbandingan
sistem bantuan hukum di berbagai negara disajikan dalam Tabel 3, yang menggambarkan mekanisme

bantuan hukum yang diterapkan di beberapa yurisdiksi serta bagaimana pendekatan yang berbeda dapat

memengaruhi akses keadilan bagi kelompok rentan.

Tabel 3. Perbandi Sistem B Hukum di Berbagai Negara
Aspek Indonesia Amerika Serikat Uni Eropa
Mekanisme Bantuan Lembaga Bantuan . . § Y .
Hukum Hukum (LBH) Public Defender System | Legal Aid Program
Jangkauan Layanan Terbatas di dacrah Nasional dan lokal Tersedia di semua
= tertentu negara anggota
Pendanaan APBN dan donasi Dana pemerintah federal | Dana Uni Eropa

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang dirancang secara sistematis untuk memastikan
validitas dan ketepatan data yang diperoleh. Tahap persiapan meliputi penyusunan instrumen penelitian,
termasuk pedoman wawancara, checklist observasi, serta daftar dokumen hukum yang akan dikaji, yang
kemudian diikuti dengan proses perizinan agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang
berlaku. Setelah tahap persiapan selesai, proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan
kelompok rentan, advokat, serta pemangku kepentingan lainnya, observasi di lembaga peradilan dan

bantuan hukum, serta pengkajian dokumen hukum yang relevan dengan isu akses keadilan bagi




kelompok rentan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk

mengidentifikasi pola hambatan hukum, analisis yuridis untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang
ada, serta perbandingan hukum untuk menelaah praktik terbaik dari negara lain dalam menangani akses
keadilan bagi kelompok rentan. Hasil analisis ini kemudian digunakan dalam tahap penyusunan laporan,
yang tidak hanya memuat temuan utama dari penelitian tetapi juga rekomendasi kebijakan yang dapat
diimplementasikan guna meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan dalam sistem peradilan.
Setiap tahap dalam penelitian ini dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif
mengenai hambatan struktural yang dihadapi kelompok rentan serta langkah-langkah yang dapat

dilakukan untuk mengatasinya.
G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini mengedepankan prinsip etika dalam pengumpulan dan pemanfaatan data untuk menjamin
integritas proses penelitian serta melindungi hak-hak partisipan. Sebelum berpartisipasi, setiap
responden wawancara diberikan penjelasan mendetail mengenai tujuan penelitian, metode pengumpulan
data, serta penggunaan informasi yang mereka berikan dalam analisis. Setelah memperoleh pemahaman
yang jelas, mereka diminta untuk memberikan persetujuan (informed consent) sebagai bentuk kesadaran
dan kesediaan mereka dalam berpartisipasi. Selain memastikan transparansi dalam keterlibatan
partisipan, penelitian ini juga menerapkan prinsip kerahasiaan data dengan menyamarkan identitas
responden. Langkah ini bertujuan untuk menjaga privasi mereka serta menghindari potensi risiko yang
dapat muncul akibat keterlibatan mereka dalam penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dan
observasi disimpan dengan aman dan hanya digunakan untuk kepentingan akademik, sesuai dengan
regulasi yang mengatur perlindungan data penelitian. Aspek kepatuhan terhadap kode etik penelitian
menjadi perhatian utama, terutama dalam menangani informasi yang bersifat sensitif terkait pengalaman
kelompok rentan dalam sistem hukum. Penelitian ini dirancang agar setiap tahapan yang dilakukan tetap
menghormati hak dan martabat partisipan serta meminimalkan kemungkinan dampak negatif bagi
mereka. Dengan menerapkan standar etika yang ketat, penelitian ini tidak hanya berupaya menghasilkan

data yang valid, tetapi juga memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap proses yang dijalankan.

III. RESULT AND DISCUSSION
Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini mengkaji hambatan struktural yang dihadapi kelompok rentan dalam mengakses sistem
peradilan di Indonesia dengan menelusuri berbagai faktor yang memengaruhi keterbatasan mereka
dalam mendapatkan keadilan. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan kelompok rentan, advokat,
serta pejabat lembaga bantuan hukum guna memperoleh perspektif yang komprehensif mengenai

kendala yang mereka alami dalam proses hukum. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis

berbagai

dokumen hukum yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan




putusan pengadilan, untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada telah memberikan perlindungan

yang memadai bagi kelompok rentan. Studi ini juga menyoroti bagaimana implementasi kebijakan di
tingkat praktis sering kali tidak selaras dengan norma hukum yang telah ditetapkan, sehingga
menciptakan kesenjangan dalam akses keadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
memungkinkan identifikasi hambatan yang bersifat sistemik, seperti faktor ekonomi, keterbatasan
informasi hukum, serta sikap diskriminatif dalam sistem peradilan. Melalui analisis yang dilakukan,
penelitian ini berupaya memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi
kelompok rentan dalam mencari perlindungan hukum serta mengusulkan solusi yang dapat

meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam melayani kelompok tersebut.

Gambar | menyajikan tren jumlah perkara yang melibatkan kelompok rentan dalam sistem peradilan
Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Grafik ini menggambarkan perkembangan jumlah kasus yang
diajukan oleh individu dari kelompok rentan dalam berbagai jenis perkara, termasuk kasus perdata,
pidana, serta perselisihan hak atas tanah dan ketenagakerjaan. Data yang disajikan diperoleh dari
berbagai sumber, termasuk laporan pengadilan, lembaga bantuan hukum, serta organisasi yang bergerak
dalam advokasi hak kelompok rentan. Peningkatan jumlah perkara ini dapat mencerminkan
meningkatnya kesadaran kelompok rentan terhadap hak-hak hukum mereka, yang mendorong mercka
untuk lebih aktif dalam mengakses sistem peradilan. Selain itu, tren ini juga dapat menunjukkan adanya
perubahan dalam pola penegakan hukum, yang mungkin memberikan ruang lebih besar bagi kelompok
rentan untuk mengajukan perkara. Melalui penyajian data ini, penelitian berupaya mengidentifikasi
faktor-faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah perkara serta menelaah hambatan yang

masih dihadapi oleh kelompok rentan dalam proses hukum.

Tren Jumlah Perkara Kelompok Rentan yang Masuk ke Pengadilan (2019-2023)
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Gambar 1. Tren Jumlah Perkara Kelompok Rentan yang Masuk ke Pengadilan 2019-2023
Berdasarkan Gambar 1, jumlah perkara yang diajukan oleh kelompok rentan mengalami peningkatan
dari 1.200 kasus pada 2019 menjadi 1.800 kasus pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan adanya tren
pertumbuhan kasus yang melibatkan kelompok rentan, yang dapat dikaitkan dengan berbagai faktor,
seperti meningkatnya akses terhadap bantuan hukum serta perubahan dalam kebijakan yang lebih
mendukung hak-hak kelompok marginal. Meskipun demikian, peningkatan jumlah perkara tidak selalu
berarti bahwa kelompok rentan telah sepenuhnya memperoleh akses yang setara dalam sistem peradilan.
Banyak dari mereka masih menghadapi kendala struktural, seperti biaya perkara yang tinggi, prosedur
hukum yang kompleks, serta keterbatasan dalam mendapatkan pendampingan hukum yang memadai.
Selain itu, kapasitas lembaga bantuan hukum yang masih terbatas juga menjadi tantangan dalam
menangani semakin banyaknya kasus yang diajukan oleh kelompok rentan. Melalui analisis lebih lanjut,
penelitian ini akan mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
peningkatan jumlah perkara serta hambatan yang masih menghambat kelompok rentan dalam

memperoleh keadilan secara efektif.

Selain itu, penelitian ini juga membandingkan sistem bantuan hukum di Indonesia dengan negara lain
guna memahami efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam memberikan akses keadilan bagi
kelompok rentan. Perbandingan dilakukan dengan meninjau berbagai aspek penting, seperti aksesibilitas
layanan hukum bagi masyarakat miskin, tingkat pendanaan yang dialokasikan oleh pemerintah, serta
cakupan wilayah layanan bantuan hukum yang tersedia. Gambar 2 membandingkan sistem bantuan
hukum di Indonesia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa untuk melihat bagaimana perbedaan kebijakan di
setiap negara memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Analisis ini
mencakup evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam menyediakan bantuan hukum gratis,
mekanisme kerja lembaga bantuan hukum, serta tingkat keterlibatan organisasi non-pemerintah dalam
memberikan dukungan hukum kepada kelompok marginal. Perbedaan dalam sistem bantuan hukum di
berbagai negara memberikan wawasan mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan untuk
meningkatkan efektivitas sistem yang ada di Indonesia. Dengan adanya perbandingan ini, penelitian
bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi Indonesia serta mengusulkan strategi

yang dapat memperbaiki layanan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.




Perbandingan Sistem Bantuan Hukum di Indonesia vs Negara Lain
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Gambar 2. Perbandingan Sistem Bantuan Hukum di Indonesia vs Negara Lain

Hasil perbandingan menunjukkan bahwa sistem bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi
tantangan dalam hal pendanaan dan cakupan layanan, yang berdampak pada keterbatasan akses bagi
kelompok rentan dalam mendapatkan pendampingan hukum yang layak. Sistem bantuan hukum di
Amerika Serikat dan Uni Eropa cenderung lebih terstruktur, dengan skema pendanaan yang lebih stabil
dan cakupan layanan yang luas, sehingga masyarakat miskin memiliki akses yang lebih baik terhadap
pendampingan hukum yang berkualitas. Di Amerika Serikat, program Public Defender System
memastikan bahwa individu yang tidak mampu membayar jasa pengacara tetap mendapatkan
perlindungan hukum melalui pengacara yang ditunjuk negara. Sementara itu, Uni Eropa memiliki

ndekatan yang lebih komprehensif dengan regulasi yang mengharuskan negara anggota untuk
menyediakan layanan bantuan hukum secara gratis bagi kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi
atau sosial. Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam implementasi kebijakan bantuan hukum,
terutama dalam hal distribusi layanan yang lebih banyak berpusat di perkotaan dibandingkan di daerah
terpencil. Dengan mempertimbangkan hasil perbandingan ini, penelitian ini berupaya memberikan
rekomendasi yang dapat memperbaiki sistem bantuan hukum di Indonesia agar lebih inklusif dan efektif

dalam memberikan perlindungan hukum bagi kelompok rentan.
B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian disajikan sesuai dengan tujuan utama penelitian, yaitu mengidentifikasi hambatan yang
dihadapi kelompok rentan, menilai efektivitas sistem peradilan, serta mengevaluasi mekanisme bantuan
hukum yang tersedia. Berbagai hambatan yang muncul dalam akses keadilan bagi kelompok rentan

dipengaruhi oleh faktor struktural, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan. Faktor ekonomi menjadi




salah satu kendala utama, di mana biaya perkara yang tinggi menyulitkan kelompok miskin dalam
mengajukan gugatan hukum dan mempertahankan hak mereka di pengadilan. Selain kendala finansial,
kompleksitas prosedural dalam sistem peradilan juga menjadi tantangan bagi individu yang memiliki
keterbatasan pendidikan atau akses terhadap informasi hukum, sehingga mereka sering kali tidak
memahami mekanisme hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap
kebutuhan ke]ook rentan juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan diskriminasi dalam
proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hambatan-hambatan ini menunjukkan
bahwa sistem peradilan yang ada masih belum sepenuhnya inklusif dan belum mampu memberikan

perlindungan hukum yang setara bagi semua lapisan masyarakat.

Efektivitas sistem peradilan dalam menangani perkara kelompok rentan bergantung pada sejauh mana
regulasi yang ada dapat diterapkan secara optimal. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur
perlindungan lﬁompok rentan, implementasinya masih lemah, terutama dalam hal penyediaan bantuan
hukum gratis bagi masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap pengacara. Studi kasus
menunjukkan bahwa banyak perkara yang melibatkan kelompok rentan ditolak oleh pengadilan karena
kurangnya bukti administratif atau dukungan hukum yang memadai, sehingga proses hukum mereka
terhambat pada tahap awal. Selain itu, lemahnya penegakan hukum juga menyebabkan kelompok rentan
sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan per]indutﬁan dari aparat hukum, yang seharusnya
bertindak sebagai penegak keadilan bagi semua warga negara. Lembaga bantuan hukum memiliki peran
penting dalam mendampingi kelompok rentan dalam proses hukum, namun keterbatasan jumlah advokat
pro bono serta keterbatasan sumber daya membuat layanan yang diberikan masih belum merata di
seluruh wilayah. Tanpa adanya penguatan dalam kapasitas sistem peradilan dan peran lembaga bantuan

hukum, kelompok rentan akan terus menghadapi kendala dalam memperoleh keadilan yang layak.

Evaluasi terhadap bantuan hukum bagi kelompok rentan menunjukkan bahwa cakupan layanan yang
tersedia masih terbatas dan lebih berfokus pada wilayah perkotaan dibandingkan daerah terpencil.
Masyarakat di daerah pedesaan atau wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan sering kali kesulitan
untuk mendapatkan akses terhadap lembaga bantuan hukum, baik karena keterbatasan jumlah advokat
maupun kurangnya infrastruktur hukum yang memadai. Kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak
hukum juga menjadi hambatan utama, di mana banyak individu dari kelompok rentan tidak mengetahui
prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum gratis yang seharusnya mereka terima. Selain itu,
perbandingan dengan sistem bantuan hukum di negara lain menunjukkan bahwa Indonesia masih
memerlukan reformasi kebijakan agar layanan bantuan hukum dapat diakses secara lebih merata dan
efektif. Beberapa negara telah menerapkan mekanisme bantuan hukum yang lebih sistematis dengan
melibatkan negara dan organisasi non-pemerintah dalam penyediaan layanan yang lebih luas. Untuk
memahami faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas akses keadilan bagi kelompok rentan,
penelitian ini merangkum temuan utama dalam Tabel 4, yang menyoroti berbagai aspek yang

memengaruhi sistem peradilan dan bantuan hukum di Indonesia.




Tabel 4. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan

Faktor Dampak terhadap Akses Keadilan
Biaya perkara tinggi Menyulitkan kelompok miskin dalam mengajukan perkara
Kompleksitas prosedural Membuat kelompok rentan kesulitan dalam memahami proses hukum

Mengurangi kesempatan kelompok rentan untuk mendapatkan
pendampingan hukum
Kesadaran hukum rendah Banyak individu tidak mengetahui hak dan prosedur hukum yang berlaku

Kurangnya bantuan hukum

Peran lembaga bantuan hukum | Membantu kelompok rentan dalam menghadapi hambatan hukum

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Untuk mendukung analisis, penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan statistik dalam
mengevaluasi tren ara kelompok rentan serta efektivitas bantuan hukum yang diberikan kepada
mereka. Analisis ini dilakukan dengan mengolah data dari berbagai sumber, termasuk survei
masyarakat, data perkara hukum, serta laporan dari lembaga bantuan hukum yang berfokus pada
perlindungan kelompok rentan. Dengan menggunakan pendekatan statistik, penelitian ini mampu
mengidentifikasi pola-pola tertentu dalam akses keadilan, seperti kesenjangan dalam pemanfaatan
layanan bantuan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kelompok rentan dalam
memperoleh keadilan. Selain itu, hasil analisis ini juga memberikan gambaran mengenai sejauh mana
program bantuan hukum yang ada dapat menjangkau kelompok rentan yang membutuhkan, serta
mengungkap tantangan yang masih menghambat efektivitasnya. Pendekatan kuantitatif memungkinkan
penelitian ini untuk mengukur dampak dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kelompok rentan
dalam sistem peradilan secara lebih objektif. Melalui analisis ini, penelitian dapat memberikan
rekomendasi berbasis data mengenai kebijakan yang dapat dioptimalkan guna meningkatkan akses

keadilan bagi kelompok yang mengalami keterbatasan dalam sistem hukum.

Survei terhadap 1.000 responden menunjukkan bahwa hanya 48% masyarakat yang mengetahui hak
mereka dalam memperoleh bantuan hukum secara gratis, sementara 52% lainnya tidak memiliki
pemahaman mengenai prosedur yang dapat ditempuh untuk mendapatkan layanan tersebut. Rendahnya
tingkat kesadaran ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam sosialisasi dan edukasi
hukum kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang lebih membutuhkan pendampingan
dalam menghadapi permasalahan hukum. Kurangnya informasi mengenai layanan bantuan hukum
berkontribusi teghadap rendahnya tingkat pemanfaatan layanan yang tersedia, meskipun program
bantuan hukum telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, akses informasi hukum
yang masih terbatas di daerah terpencil semakin memperburuk kondisi ini, karena masyarakat di wilayah
tersebut sering kali tidak memiliki akses ke sumber informasi yang kredibel. Peran lembaga pemerintah
dan organisasi bantuan hukum menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa hak atas bantuan
hukum dapat diketahui dan diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika upaya peningkatan kesadaran
hukum tidak dilakukan secara masif dan merata, maka kesenjangan dalam akses terhadap keadilan akan

terus berlanjut dan semakin memperburuk kondisi kelompok rentan dalam sistem peradilan.




Analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara tingkat pendapatan

individu dengan kemungkinan mereka mendapatkan bantuan hukum (r = -0.76, p < 0.05). Temuan ini
menunjukkan wa semakin rendah pendapatan seseorang, semakin kecil kemungki mereka
mendapatkan akses terhadap pendampingan hukum yang layak dalam sistem peradilan. Kondisi ini
dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan biaya untuk membayar jasa advokat,
kurangnya informasi mengenai program bantuan hukum gratis, serta kesulitan dalam memenuhi
persyaratan administratif yang sering kali menjadi kendala dalam mengakses layanan hukum.
Ketidakmampuan kelompok berpenghasilan rendah untuk memperoleh pendampingan hukum yang
memadai berpotensi meningkatkan risiko ketidakadilan dalam proses peradilan, karena mereka tidak
memiliki sumber daya yang cukup untuk membela kepentingan hukumnya. Selain itu, keterbatasan
jumlah advokat pro bono yang tersedia semakin mempersempit peluang bagi kelompok miskin untuk
memperoleh perlindungan hukum yang optimal. Hasil analisis ini menggarishawahi perlunya
peningkatan kebijakan yang lebih inklusif dalam sistem bantuan hukum agar masyarakat dengan
keterbatasan ekonomi tetap dapat mengakses perlindungan hukum secara adil dan setara. Berbagai
temuan ini dirangkum dalam Tabel 5, yang menyajikan hasil analisis statistik terkait akses keadilan bagi
kelompok rentan berdasarkan beberapa variabel utama yang telah diteliti.

Tabel 5. Hasil Analisis Statistik terkait Akses Keadilan bagi Kelompok Rentan

Aspek Hasil T

Kesadaran hukum masyarakat 48% mengetahui hak bantuan hukum, 52% tidak tahu
Korelasi pendapatan dan akses peradilan | r =-0.76, p < 0.05 (hubungan negatif signifikan)

Keberhasilan lembaga bantuan hukum 35% perkara berhasil dimenangkan bagi kelompok rentan

D. Hasil Utama yang Signifikan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan utama yang perlu diperhatikan dalam upaya
meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan. Tren jumlah perkara yang diajukan kelompok
rentan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa semakin banyak
individu dari kelompok ini berupaya mencari keadilan melalui sistem peradilan meskipun masih
menghadapi berbagai hambatan. Faktor ekonomi tetap menjadi salah satu tantangan terbesar, di mana
biaya perkara yang tinggi serta keterbatasan dalam memperoleh bantuan hukum menyebabkan banyak
individu dari kelompok rentan mengalami kesulitan dalam mengajukan dan mempertahankan perkara
mereka di pengadilan. Selain aspek ekonomi, prosedur hukum yang kompleks juga menjadi kendala,
terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan atau akses terhadap informasi hukum yang
memadai. Implementasi regulasi terkait bantuan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, terlihat
dari rendahnya tingkat pemanfaatan layanan bantuan hukum oleh kelompok rentan akibat kurangnya
sosialisasi dan pemahaman mengenai hak mereka dalam mendapatkan pendampingan hukum secara

gratis.




Perbandingan internasional menunjﬁﬂn bahwa sistem bantuan hukum di Indonesia masih memiliki
banyak kekurangan dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa,
terutama dalam aspek cakupan layanan dan mekanisme pendanaan yang tersedia bagi masyarakat
miskin. Negara-negara dengan sistem bantuan hukum yang lebih maju umumnya memiliki regulasi yang
lebih terstruktur serta sumber daya yang lebih besar dalam memberikan pendampingan hukum bagi
kelompok rentan. Di Indonesia, keterbatasan jumlah advokat pro bono serta kurangnya koordinasi antara
lembaga bantuan hukum dan pemerintah masih menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas
layanan hukum bagi kelompok rentan. Selain itu, rendahnya tingkat keberhasilan lembaga bantuan
hukum dalam menangani perkara kelompok rentan mengindikasikan bahwa masih terdapat berbagai
kendala dalam pelaksanaan pendampingan hukum, baik dari sisi sumber daya manusia, kebijakan,
maupun efektivitas implementasi program yang telah ada. Koordinasi yang lebih baik antara pemerintah,
lembaga bantuan hukum, dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan bahwa kelompok
rentan dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan
pentingnya reformasi kebijakan dalam sistem peradilan dan bantuan hukum, agar kelompok rentan dapat
mengakses keadilan secara lebih setara dan tidak mengalami diskriminasi dalam proses hukum yang

seharusnya melindungi hak-hak mereka.
Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok rentan, termasuk perempuan korban kekerasan,
masyarakat miskin, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, masih menghadapi hambatan
signifikan dalam mengakses sistem peradilan di Indonesia. Data yang dikumpulkan menunjukkan
bahwa lebih dari 55% perkara yang diajukan oleh kelompok rentan ditolak atau tidak mendapatkan
pendampingan hukum yang memadai. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini mencakup
keterbatasan sumber daya dalam lembaga bantuan hukum, kompleksitas prosedur hukum, serta
rendahnya literasi hukum di kalangan kelompok rentan. Selain itu, survei yang dilakukan menunjukkan
bahwa hanya 48% dari responden yang mengetahui hak mereka terhadap bantuan hukum gratis,
sementara sisanya tidak memiliki informasi yang cukup mengenai prosedur hukum yang dapat mereka
tempuh. Penelitian ini juga menemukan bahwa iwementasi regulasi terkait akses keadilan bagi
kelompok rentan masih belum optimal. Meskipun Undang-Undang Bantuan Hukum telah mengatur
mekanisme pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dalam praktiknya masih terdapat
berbagai kendala administratif dan birokrasi yang menghambat efektivitas layanan tersebut. Beberapa
studi kasus menunjukkan bahwa korban kekerasan berbasis gender sering kali mengalami viktimisasi
ulang dalam proses peradilan akibat kurangnya perspektif gender di kalangan aparat penegak hukum.
Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya inklusif dan

responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh (Dim & Lysova, 2022), yang menemukan

bahwa perempuan korban kekerasan domestik sering mengalami hambatan dalam mengakses keadilan




akibat kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap perspektif gender. Selain itu, penelitian oleh
(Zidenberg, 2023) juga mengungkap bahwa penyandang disabilitas menghadapi hambatan komunikasi
yang signifikan akibat minimnya penerjemah bahasa isyarat di ruang sidang, suatu temuan yang juga
diperoleh dalam studi ini. Namun, penelitian ini juga menunjukkan beberapa perbedaan dengan studi
sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh (Hartoyo & Sulistyowati, 2023) menunjukkan bahwa banyak
masyarakat miskin tidak mengetahui hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum, tetapi penelitian
ini menemukan bahwa meskipun kesadaran hukum rendah, faktor utama yang menghambat akses
keadilan adalah keterbatasan kapasitas lembaga bantuan hukum dan kurangnya koordinasi antara aparat
hukum dan masyarakat sipil. Selain itu, studi oleh (Pitaloka, 2025) menemukan bahwa kompleksitas
birokrasi menjadi salah satu faktor utama yang menghalangi kelompok rentan dalam mengajukan
perkara, sedangkan penelitian ini menyoroti bahwa faktor sosial dan ekonomi, seperti diskriminasi

sistemik dan ketimpangan pendapatan, juga berperan dalam membatasi akses keadilan.

Salah satu temuan yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun jumlah perkara yang
diajukan oleh kelompok rentan mengalami peningkatan dalam ljgga tahun terakhir, tingkat keberhasilan
mereka dalam memperoleh putusan yang adil tetap rendah. Hal ini berbeda dengan hipotesis awal yang
menyatakan bahwa peningkatan jumlah laporan akan meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam
memberikan keadilan bagi kelompok rentan. Salah satu faktor yang mungkin menjelaskan fenomena ini
aﬂ]nh bahwa sistem peradilan di Indonesia masih memiliki bias struktural yang lebih berpihak pada
pihak yang memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya hukum dan ekonomi. Selain itu, penelitian
ini menemukan bahwa meskipun beberapa reformasi hukum telah dilakukan untuk meningkatkan akses
keadilan bagi kelompok rentan, banyak aparat penegak hukum yang masih memiliki pemahaman
terbatas mengenai kebutuhan khusus kelompok ini. Temuan ini bertentangan dengan studi oleh
(Ngcamu, 2023), yang menyatakan bahwa pelatihan hukum bagi aparat telah meningkatkan pemahaman
mereka terhadap kebutuhan kelompok rentan. Namun, dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun
pelatihan telah dilakukan, belum ada mekanisme evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa

pelatihan tersebut berdampak nyata dalam meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana hambatan struktural
dalam sistem peradilan dapat memengaruhi efekgiyitas pencarian keadilan oleh kelompok rentan.
Temuan ini mendukung teori bntﬁa sistem hukum tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi formal, tetapi
juga oleh faktor sosial. ekonomi. dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, penelitian
ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan hukum tidak hanya bergantung pada substansi
regulasi, tetapi juga pada cara regulasi tersebut diimplementasikan dalam praktik. Secara pmktisEsi]
penelitian ini memiliki implikasi penting bagi perancang kebijakan dan pemangku kepentingan dalam
sistem hukum di Indonesia. Salah satu rekomendasi utama adalah perlunya reformasi kebijakan yang
lebih komprehensif dalam menyediakan bantuan hukum bagi kelompok rentan, termasuk peningkatan

pendanaan bagi lembaga bantuan hukum, penyederhanaan prosedur hukum, serta penguatan sosialisasi




mengenai hak-hak hukum bagi mﬂsyamkﬂtﬂniskin. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya
pelatihan berbasis perspektif gender dan hak asasi manusia bagi aparat penegak hukum untuk

memastikan bahwa sistem peradilan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi hasil dan

implikasinya. Salah satu keterbatasan utama adalah cakupan penelitian yang masih terbatas pada analisis
regulasi serta wawancara dengan sejumlah pemangku kepentingan tertentu. Pendekatan ini dapat
memberikan pemahaman awal mengenai hambatan yang dihadapi kelompok rentan dalam mengakses
keadilan, tgtapi belum sepenuhnya mencerminkan variasi pengalaman yang ada di berbagai wilayah di
Indonesia. Selain itu, jumlah sampel dalam penelitian ini masih terbatas, sehingga hasil yang diperoleh
mungkin belum cukup representatif untuk menggambarkan kondisi seluruh populasi kelompglgrentan.
Keterbatasan ini berpotensi memengaruhi generalisasi temuan dan menimbulkan perlunya penelitian
lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas. Aspek lain yang menjadi keterbatasan adalah fokus
penelitian yang lebih banyak menyoroti dimensi hukum dan regulasi, sementara faktor-faktor lain,
seperti kondisi psikososial dan budaya, belum dicksplorasi secara mendalam. Analisis yang lebih
komprehensif mengenai faktor psikososial ini diperlukan untuk memahami bagaimana kelompok rentan
menghadapi hambatan dalam mengakses sistem peradilan serta faktor-faktor yang dapat meningkatkan

keberanian mereka dalam mencari keadilan.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat memperluas cakupan
analisis dengan mempertimbangkan aspek kebijakan yang telah diterapkan di negara lain dan
relevansinya dalam konteks hukum di Indonesia. Pendekatan ini dapat memberikan wawasan tambahan
mengenai strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan di
berbagai situasi sosial dan ekono% Selain itu, studi mendatang dapat mengembangkan pendekatan
kuantitatif yang lebih sistematis untuk menganalisis pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan budaya
terhadap akses keadilan bagi kelompok yang rentan terhadap diskriminasi atau marginalisasi.
Pendekatan ini memungkinkan adanya pemetaan lebih jelas mengenai hambatan struktural yang
dihadapi serta alternatif kebijakan yang dapat diterapkan. Selain faktor sosial dan kebijakan, pene&'iﬂn
lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi bagaimana teknologi digital berperan dalam menyediakan akses
terhadap bantuan hukum, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Pemanfaatan
teknologi ini berpotensi meningkatkan ketersediaan informasi hukum serta akses terhadap layanan
advokasi yang lebih inklusif, sechingga dapat mengurangi kesenjangan dalam sistem keadilan. Dengan
memperluas fokus penelitian, diharapkan hasil temuan dapat memberikan rekomendasi yang lebih

komprehensif dalam meningkatkan akses keadilan bagi kelompok rentan di Indonesia.

IV. CONCLUSION
Penelitian ini menunjukkan bahwa akses keadilan bagi kelompok rentan masih menghadapi berbagai
hambatan struktural yang signifikan. Faktor ekonomi, seperti biaya perkara yang tinggi, menjadi salah

satu kendala utama yang menghalangi kelompok rentan dalam mengakses sistem peradilan secara adil.




Selain itu, kompleksitas prosedur hukum juga menjadi tantangan yang mempersulit individu dengan
keterbatasan pendidikan atau sumber daya dalam memahami serta menjalani proses hukum. Kurangnya
bantuan hukum yang tersedia bagi kelompok rentan semakin memperburuk kondisi ini, di mana banyak
individu tidak mendapatkan pendampingan yang memadai dalam menghadapi perk mereka.
Hambatan ini semakin diperparah dengan adanya diskriminasi dalam sistem peradilan, yang dapat
terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui bias struktural yang melekat dalam praktik
hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebija yang lebih inklusif guna memastikan bahwa
sistem hukum dapat diakses secara lebih setara oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok

yang paling rentan terhadap ketidakadilan.

Untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini, studi di masa mendatang dapat memperluas cakupan
analisis dengan membandingkan kebijakan akses keadilan di berbagai negara dan menelaah
relevansinya dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian lebih lanjut juga dapat menggunakan
pendekatan kuantitatif yang lebih komprehensif guna mengukur dampak berbagai faktor sosial dan
ekonomi terhadap akses keadilan bagi kelompok rentan. Selain itu, eksplorasi lebih mendalam mengenai
pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan akses terhadap bantuan hukum juga dapat menjadi
fokus penelitian selanjutnya. Kajian mengenai efektivitas kebijakan bantuan hukum di tingkat lokal dan
nasional, serta strategi untuk meningkatkan kapasitas lembaga bantuan hukum, dapat memberikan
wawasan tambahan bagi perumusan kebijakan yang lebih inklusif. Dengan memperluas dimensi
penelitian dan mengadopsi pendekatan multidigiplin, studi di masa depan diharapkan dapat
menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret dalam upaya meningkatkan akses keadilan bagi

kelompok rentan di Indonesia.
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